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Menimbang:

Mengingat :

BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BI.IPATI MUSI RAUIAS

NOMOR II TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPAI,A DESA

DENGAN RAHMAT TT'HAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk meLaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (9), Pasal
Pasal 9 ayat (4), Pasaf 1O ayat (4), Pasal 30 ayat (4), Pasal 60 ayat
(21, Pasal 61 ayat (31, Pasal 67, Pasal 69 ayat (5), Pasal 75 ayat (4),
dan Pasa.l 91 Peraturan Daerah Ikbupaten Musi Rawas Nomor 12
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Femilihan,
Pengangkatan, Pelantilian dan Femberhentian Kepala Desa, pedu
menetaplen Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemililnn Kepala Desa.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatcra Selatan (Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahsn
Daerah (Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagairnana tclah diubah bcbcrapa kali tcrakhir dengart
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang perubahan Kcdua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Fcmerit han
Daerah (Lmbaran Negara Republik Indoneaia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peratr.rran Pemerintah Nomor 43 Tshun 2014 tentallg Peraturan
Pelakeanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(I€mbaran Negara Rcpublik lndonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan I€mbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana t€lah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentsng Perubahan Atas Feraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksatraan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lmbaren Negara
Republik Indonesia Tahun 2ol5 Nomor 157, Tambahan Irmbaran
NegBra Republik lndonesia Nomor 571fl;
Feraturan Menteri Dalam Negpri 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan K€pala Desa (Berita Negsra Republik Indone8ia Tahun
2014 Nomor 2092);

3.

4.

5.
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6. Peraturan Mentori Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tent€ng
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Ta}un 2016 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa [Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Nomor 12).

7.
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Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PETUNJUK
PEI,AKSANAAN PEMIUHAN KEPAT.A DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
l. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Kecamatan adalah bagian dari daerah Kabupaten Musi Rawas yang wilayah

keda Camat sebagai perarrgkat Daerah Kabupaten di pimpin Camat.
5. Camat adalah IGpala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus umsan pemerintahan, kepcntingan
masyarakat s€tempat trcrdasarkan prakarsa masyara-kat, hal< asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahaa Negara Kesatuar Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyara.kat setempat dalam sistem pemerintahal Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa,

g. Badan Permnsyavraratan Desa yang s€lanjutnya dieingkat BPD adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wabl
dari penduduk Desa berdaserkan keterwakil,an wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan PermusJrawaratan Desa,
Pemerintah Desa, dan unaur tlrasyarakat yang diselengarakar oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalern
rangka memilih Kepala Desa yang bersipat langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil yang dilaksanakan secara serentak dan/atau antar wald-r.

12. Pemilihan Keps.la Desa eerentqk adalah pemilihan kepala Desa yang
dilaksanakan pada hari yang sama baik satu kali maupun bergelombang
dengan mempertimbangkan junlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.

13. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa yang
,{ilqk"an"k"'r secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka
waku 6 (enam) tahun dengan interval waldu paling lama 2 (dua) tahun.
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14. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan kepala desa serentak dan pemilihan
kepala desa melalui musyawarah desa.

15. Penxilihao fepala Desa antar waktu adalah pemilihan Xepala Desa karena
kepala desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang
ditraksanakan melalui musyawarah desa.

16. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan hrgas dari Pemerintalt dan Pemerintah Daerah.

17. Panitia Pemilihan Kepala D€sa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan
adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses
pemilihan Kepala Desa.

18. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut
Panitia Pernilihan Kabupaten adalah pa-nitia yang dibentuk oleh Bupati untuk
mendukung penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

19. Calon Kepal,a Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetepl€n oleh
Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa
berdasarkan hasil evaluaei tim pembina Kecanatan.

20. Calon IGpala Desa Terpilih selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah calon
Kepala Desa yang mempemleh sua.ra terbanyak dalam pelaksanaan pemithan
Kepala Desa.

21. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang penjabat yang diangkat oleh pejabat
yang berwenang untuk melatsanakan tugas, hak dan wewenang serta
kewajiban Kepala Desa dalam kurun wal(hr tertentu.

22. Tim Asistensi adalah tim yang dibentuk oleh Bupa.ti untuk melaksanakan tugas
sebagai narasumber sosialisasi dan pendampingan teknis penerapan teknologi
e-Voting dale,n pmilihan kepala desa secara elektronik, yang anggotanya terdiri
dari tenaga abli yang memiliki kualitas, int€gritas dan kompetensi dibidang
pengembangan dan penerapan tekrologi informasi.

23. Tim Tetnis e-yoting selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang dibentuh
oleh Bupati, yang b€rtujuan membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam
melaksanakan pemungutan suara dilakukan dengan cara eleldronik le-voting).

24. Kelompok Kerja Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya discbut Tim Pokja
adalah tim yang dib€ntuk oleh Bupati di tingkat kabupaten dan tim yang
dibentuk oleh Camat di tingkat kecamatan, yang bertujuan untuk menunjang
kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa agar berjalan sesuai
dengan ketentuan peratuaran perundangan-undangan.

25. Pemilih adalah penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai
pemilih dan terdaftar di daerah pemilihan.

26. Dattar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adal,ah daftar pemilih
yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhA
yang telah diperbaharui dan dicek kembali ata8 kebenarannya serta ditambah
dengan pemilih baru.

27.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan
usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Dafta!
Pemilih Sementara.

2a.Daltar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang
telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar pencntuan identitas
pemilih dan jumlah pernilih dalam pcmilihan Kepala Desa.

29. Kampar:ye PeDo.ilihan Kepals Desa yarg sel,anjutaya disebut kamPanye adalah
suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa dan atau tim kampanye
untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan
sebesar-besarnya, dengar menawarkan visi, misi, dan program secara 1isan dan
tulisan kepada masyarakat Desa dalam jangla wakhr yang dit€tapkan oleh
Panitia Femilihsn-
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3O. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat
dilaksanakannya pemungu.ten sua.ra pemilihan Kepala Desa.

31. Pemilihan secara e-Voting adalah Pemilihaa Kepala Desa yalg cara pemberian
suara menggunakan rangkaian peralatan e-yoring tertentu dengan menyentuh 2
(dua) langkah/kafi pada layar monitor komputer yang terdapat nomor, gambar
dan nama ca.lon Kepala Desa-

32. Pemilihan secara manual adalah Pemilihan Kepala Desa yang cara pemberian
suara menggunakan kertas surat suara dengan cara memilih mencoblos atau
mencontreng atau memberikan tanda Lain pada surat suara yang
mencantumkan nomor, gambar dan nama calon Kepala Desa-

33. Badan Pengkajiar dan Penerapan Teknologi vang s€l,arjutnya disebut BPPT
adalah lembaga pemerintah non-departemen yang berada dibawah koordinasi
Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

BAB II
PEMIUHAN KEPAII{ DESA

Bagian Ke8atu
Ruang Lingkup Pemilihan Kepala Desa

Pasal 2

(1) Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan di seluruh wilayah Ihbupaten
pada hari, tanggal dan walrhr yang bersa-rnaan.

(2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimaaa dimalsud pada ayat (1) dapat
rlilaksqnqken secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dafam jangka
wahu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun..

(3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan untuk beberapa desa pada hari, t€nggal dan waktu yang
bersamaan.

(4) Pemilihan Kepala Desa screntak yang menggunakan metode secara e-uoting
dilakukan secara brtahap dengan mengingat keterbatasan perangkat e-rotingr
dan tim telrfs Kabupaten.

Pasal 3

Pelaksanaan Pemilihan Kepa.la Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Cara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 4

Pemilihan Kepa.la Desa dilalukan melalui 2 (dua) ca-ra yakni:

a. Secara e-Yoling[ dan .

b. Secara manual.

Paragraf I
Pemilihan Secara e-Yoftng

Pasal 5

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 58 ayat (U, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
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Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa secara e-Voting sebagaima dimaksud dalam Pasal 4
huruf a, dilaksanakan mclalui kcrja sama Fsmcrintah IGbupatcn dengan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPI).

Kerja sama sebagaimana dimaksud pad. ayat (U difirangka4 datam Nota.
Kesepakatan Kerja Sama yang ditardatangani oleh Bupati dan lGpala BPPT,
serta Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Setretaris Daerah dan
Dircktur A-rsat Tcknologi Informasi dan Komunikasi BPPT atau yang
membidangi e-Voting.

BPPT menunjuk pejabat strulrhrral/frrngsionaf yang memiliki kompetensi di
bidang penerapan telimologi e-Voting *fugai tenaga ahli yang bertugas
memberikan asistensi/pendampingan/narasumber pada pelal<salraan kegiatan
Pcmilihan Kepa.la Dcge s€f,,ara avoting. .

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa secara e-yoting dapat dilaksanakan dengan pemenuhan
penyediaan perangkat dan prletg$apn e-Voting.

Penyediaan perangkat dan perlengkapan e-yoring sebagaimana dimaksud peda
ayat (1) dilakukan melalui pengadaan dan/atau sewa sesuai rekomendasi dari
BPPI.

Pemilihan Ketrnla Desa serentak sekaligr.rs seluruh Desa dalam Kabupa.ten Musi
Rawas pada hari, tangal dan wa-ktu 5rang bcrsamaan akan dilaksanakan
setelah t€hun 2O2O.

Pemilihan Kepala Desa serentak secara b€rgelombang untuk beberapa. desa
pada hari, tan8gal dan $'aldu yang bercamaarl diatur sebagai berikut :

a. Gelombang kesatu pada tahun 2016;

b. Gelombang kedua pada tahun 2017/2018; dan

c. Gelombang ketiga pada tahun 2020.
Perailihan Kcpala Dcsa scbagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) akan diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pemilihan Secara Manual

Pasal 8

Secara manual dilaksanakan apabila di desa yang bersangkutan tidak
dimungkinkan untuk pclaksanaan Pemilihan Kcpala Desa secara e-Voting.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Utrlum

Pasal 9

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapar:
a. pcrsiapal;
b. pencalonan;
c. pemrrngutan suara darr penghitungal suara; dan
d. penetapan calon terpilih.

(3)

(u

(2t

(3)

(4)

(5)
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Bagian Kcdua
Persiapan

Pasal 10

Persiapan Pemilihan Kepala Desa dil,alnrkan di Ikbupaten, Kecamatan, dan Desa.

Paragraf 1

Fersiapan di Kabupat€n

Pasal 1 1

(l) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
(2) Panitia Femilihan l(abupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdAi dari:

a. Seknetaris Daerah sebagai Fengarah;
b. Badan Pemberdayaan Masyaralet dan Pemerintahan Desa Kabupaten

sebagai penanggungiawab dan koordinator pelaksana;
c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten sebagai

anggota, penanggungiawab penyediaaq pcrangkat e-Voting daf. pembinaan
teknis operasional Wrangka:t e-Voting ;

a d. Dinas lGpendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten sebagai anggota,
bertanggungiawab mengenai penyiapan, pengelolaan dan pemutakhiran
data Daftar Penduduk Potensial pemilih Pemilihan Kepala Desa;

s. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten sebagai anggota,
bertanggungiawab dalam pelaksanaan test kesehatan Bakal Calon Kcpala
Desa;

f. Bagian Kehumasan dan Dokumentasi, dan Bagian Protokol sebagai anggota,
bertanggungiawab terhadap kegiatan peliputan dan publikasi kepada
masyarakat serta pengaturan pclaksanaan pelantikan Kepala Desa.

g. Dinas Pendidikar! Nasional Kabupeten s€bagai angAota;
h- Seluruh l(epala SKPD sebagai anggota;
i. Staf Ahli Bupati Bidang Kemaryarakatan sebagai anggota;
j. Pejabat Eselon III dan Pejabat Esclon IV yang membidangi urusan Pemilihan

Kepala Desa sebagai anggota; dan
k. Camat s€bagai anggota, bertanggungiawab terhadap pelaksanaan pemilihan

kepaLa desa dalam wilayah kerjanya,

O (3) Panitia Femilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bertugas:
a. ttterrcncanakan, mengkoordinasikan dan mcn5rclenggarakan scmua tahapan

pelaksanaan pemilihan tingkat Ikbupat€n;
b. mel,akukan bimbingan teknis petraksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap

panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d. memfasilitasi p€ncetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta

perlengkapan pemilihan lainnya;
e. menyampaikan Burat suara dan kotak suara dan perlengkepen pemilihan

lainnya kepada panitia pemilihan;
f. memfasilitasi penycdiaan perangkat darr bimbingan teknis operasional

perangkat e-Iroturgr pada Pemilihan Kepala Desa secara e-Totingr;
g. meErfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat

Ikbupaten;
h. melakukan evaluaei dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan

Bupati; dan
j. Melakul<an Pengawasan pcLaksanaan pemilihan kepala desa.
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Pasal 12

(1) Untuk mel,aksanakan tugas fasilitasi penyediaan perangkat dan bimbingan
tcknis operasional perangkat e-Voting da'r mcmfasilitasi pcnyclesaian
p€rmasalahart pemilihan Kepala Desa tingkat Ikbupaten sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 11 ayat (3) huruf f dan huruf g, dibentuk Tim Asistensi,
Tim Telimis, dan Kelompok ferja (Tim Pokia).

(2) Pembentukan Tim Asbtensi, Tim Telixris dan Tim Po$a sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) ditctapkan lcbih lanjut dcngan Kcputusan Bupati.

Pasal 13

(1) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat l2l terdiri dari
Tenaga Ahli dari Badsn Pengkajian dan Penerapan Teloologi (BPP1J yang
memiliki kompetensi di bidang teknologi infonnasi dan komunikasi.

(2) Tim Asistensi scbagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
a. melaksanakan sosialfuasi dengan materi yang berkaitan aturan, sistem

penggunaan perangkat dan mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala desa
eeceta e-Voting;

b. memberikan pelatihan teknis kepada angSota Tim Teknis;
c. memberikan sertirikasi kepada anggota Tim Teknis yang telah memahami

tcknis instalasi perangkat dan aplikasi e-yotingf
d. melakukan pendampingan dalam proses dan pelaksanaan pemilihan; dan
e. metrakukan koordinasi dan konsultasi dengan Panitia Femilihan Kabupaten.

Pasal 14

(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dafam Pasal 12 ayat (21, terdiri dari:
a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Femerintahan Desa Kabupaten yang

membidsngi urusan pemilihan kepala desa sebaggi penanggungiawab dan
koordtntor pelaksana;

b. Dinas Perhubungan, Itumunikaei dan Informatika Kabuparcn yang
membidangi urusan teknologi inforrnatika sebagai penanggungiawab
penyediaan, pc,ncliharaan dan pcngopsrasian pcrangkat e-Votittg, serlg
bimbingan teknis operasional perangkat e-Votittg; dal)

c. Fetugas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memahami teknologi
inlormasi dan komunikasi atau sistem informasi teknologi e-Voting.

(2) Tim Teknis sebagatnana .{ir''aksud pada ayat (1), bertugas:
a. merencanakan dan menyiapkan kebutuhan pcrangkat e-Voting yatg eka,r

digunakan;
b. melaksanakan sosialisasi dan simuLasi penggunaan perangl<at e-Voting

kepada Panitia Pemilihan dan masyarakat luas;
c. melakukan instalasi pf,,roJlgk3.t e-Voting sesuai dengan aplikasi program yang

dipergunakan dalam pemungutsn suara;
d, melakukan pelatihan kepada Panitia Pemilihan dalam mengoperasikan

perangkat teknologi informasi e-Voting,'
e. mengunggah/memasukkan tanda Bambar/foto Calon sesuai dengan nomor

urut pada aplikasi program yang dipergunakan da.lam pemungutan suara;
f. menyiapkan sekaligus memastilGn berfungsinya perangkat teknologi

informasi e-yoring sebelum pel,aksanaan pemungutan Buara.
g. memberikan pendampingan kepada anggota Panitia Pemilihan dalam

pelaksanaan pemilihan; dan
h. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang

menyangkut hal-hal teknis peralatan dan perangkat e-yothg pada saat
peLaksanaart pemungutan dan p€nghitungan suara.

o



(1)

Pasal 15

Tim Fo\ia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), terdiri dari:
Askten Femcrintahan Selcctariat Dacrah scbaSai Kctua;
StaJ Ahli Bupati Bidang Pemerintahan sebagai wakil Ketua;
Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai Sekretaris;
Inspekur Kabupaten sebagai anggota;
fepala fadan Xesatuan Bangsa dan Politik lhbupaten scbagai an8gota;
Kepafa Satuan fbusi Pamong Praja Kabupaten sebagai anggota;
Kepala Bagian Hukum sebagai anggota; dan
xdUia pemUlnaan Desa dan AdministraBi Desa/Kelurahan BPMPD sebagai
anggota.

(2) Tim Fo\ja eebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugBs:_ 
_' ' a. memberikan bimbinggn dan supervisi secara optimal kepada Caflat agar

dapat menyeleaaikan lrraelisihan hasil pemilihan kepala desa sesuai
ketentuan peraturan perundan8-undangan;

b. membantu- Panitia Pernilihan Kabupat€n dalam melaksanakan tugas
fasilitasi penyelesaian permasalahan pemlttnn kepala desa di tingkat
IGbupaten; dan

c. menyiapkan bahan dan menyuaun Eat€ri ujian tertulis untuk scleksi bakal
calon kepala desa yang lebih dari 5 (lima) orang'

*r"#ffi"1-"*,
Pasal 16

(1) Camat B€laku penangungiawab pclaksanaan pemifihln ]epala desa dalam" wilayah k".j.t ya dimaksud dalam Pasal 1l ayat (2) huruf- h,
memtentuk- tim Pokit di tingkat Kecamatan yang jumlah keanggptaan dan
pembagian tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(2) Tim Pokja sebagaimana rlirngksud Pada ayat (f),. diketuai oleh Camat yang
' ' 

Ucranggotakan dari perangkat kecsrnatan, unsur dinas/instansi di kecamatan'
unsur-Komando Rayon Militcr dan unsur Polisi Sektor dalem witrayah kerjanya'

(3) Tim Po\ia sebagaimena dimaksud pa.da ayat (1) bertugas:,'' a. mcngkoordinasikan dan mengevaluasi rencana kerja dan anggaran
pemilihan Kepala DeEa;

b. melaksanakan bimbingan tclmis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

c. memantapkan program kerja bakal calon Kepala Desa;
d. melakukan penaampingan dan Pengamenarr, monitoring dan evaluasi

terhadap seluruh tahapan pemilihan KePala Desa;
e. mengawasi lrcnyclengaraan pemilihan Kepala Desa di wilayahnya;
f. memfasiUtaii penyelesaian pereelisihan hasil pemilihan lGpala Desa;
g. menyelenggarakan aelekei uji kompetensi untuk bakal calon kepala desa

Yang lebih dsri 5 (lirrra) orang dan
h. he[porkan penyelenggaraan kegiatan pemitihan Kepala Desa kepada

Bupati melalui Panitia Pemilihan KabuPaten'

Pamgraf 3
Persiapan di Desa

Pasal 17

(1) BPD mengBdakan rapat bersama Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat
untuk Dembcntuk Panitia Fcmilihan Kcpala Dcsa.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
c.
h.

a

a



(4) Pendaftamn pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama
15 (lima belas) hari.

(5) Daftar pcmilih scbagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurarg mcmuat
informasi, meliputi:
a. nomor urut;
b. nomor Kartu Keluarya (KK);
c. Nomor Induk Penduduk (MK);
d. tompat laht;
e. tanggal lahi;
f. umur;
g. jenis kel,amin;
h. status perkawinan;
i. a.lamat jala-n;
j. Dusun;
k. Rukun Tetanga (RT); dan
l. keterangan.

Pasal 2O

(U Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa,
paling lama 7 (tujuh) hari.

O (2) Pemutakhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (U, dilakukan karena:
a- memenuhi syarat usia pemilih, yarrg sampai dengan hsri dan tanggal

pemungutsn auara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, totapi sudah/pernah menikah;
c. tclah meningal dunia;
d. pindah domisili ke desa lain; atau
e. belum terdaftar.

(3) Berdasarkan daftar pemilih dimaksud pada ayat (2), Panitia
Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 21

(f) DPS sebagaimam dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), diumurnkan oleh Panitia
Pemilihan pada tempat yanE mudah dijanglau rnasyarakat.

(2) Jangl€ wal<tu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sclama 3
(iiga) hari.

Pasal 22

(f) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), pemilih
atau anggota keluarga dapst mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan
nama dan/atau identitas lainnya.

(2) Selain usul perbaikan s€bagaimana dimaksud pada ayat (l), pemilih atau
anggota keluarga dapat memhrikan inlormasi yang meliputi:
a. pemilih yang rcrdaftar sudah meninggal dunia;
b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
d- pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi sya-rat sebagai

pemilih.

(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan scgera mengadakan pertraikaa DPS.

l0
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(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), terdiri atas unsur
Perangkat Desa, Icmbaga lGmasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa yang
bersifat mandiri dan tidak memihak.

(3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan
Keputusan BPD dan disampaikan sccara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

(4) Sctcleh Panitia Pemilihan dibcntuk, pafing lama 5 [ima) had Panitia Pemilihan
menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihar.

(5) Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 18

(1) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dafam Pasal 17 ayat (3),
berjumlah ganjil terdiri dari :
a. Ketua merangkap angotai
b. Wakil l<€tua merangkap anggota;
c. Sekrctaris merangfuap anggota;
d. Bendahara mera[gkap anggota; dan
e. Anggota.

(2) Anggpta sebageimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berjumlah ganjil dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. jumlah hak pilih s/d l.ooo paling banyak 7 orang;
b. jumlah hak pilih 1.001 s/d l.50o paling banyak 9 orangi
c. jumlah hak pilih 1.501 s/d 2.OOO paling banyak 11 orang;
d. jumlah hak pilih 2.001 s/d 2.5OO paling banyak 13 orang;
e. jumlah hak pilih 2.501 s/d 3.OOO paling banyak 15 orang;
f. jurnlah hak pilih 3.OO1 s/d 3.5OO paling banyak 17 orang;
g. jumlah hak pilih 3.501 s/d 4.0OO paling banyak 19 orang;
h. jumfah hak pilih 4.001 s/d 4.5O0 paling banyak 21 orang; dan
i. jumlah ha,k pilihdi atas 4.500 paling banyak 23 orang;

(3) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dalam
musyawarah dan/atau metralui mekanisme pemilihan.

(4) Anggota s€bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibagi da.lam bidang
tugas antara lain:
a. bidang pendaftaran, pemutakhiran dan validasi pemilih;
b- bidang pendaftaran dan penetapan calon kepala desa;
c. bidang l€mpanye; dan
d. bidang pemungutan suara.

(5) Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan Kepal,a Deea.

Paragral a
Pendaftaran dan Penetapan lfemilih

Pasal 19

(l) Psnitia Pemilihan mela*sanakan pendaftaran penitih pating lama 5 (lima) hari
sctclah Panitia Fcmilihan tcrbcntuk.

(2) Penyedian data pemilih yang digunakan scbagai dasar untuk pendaftaran
pemilih oleh Panitia Pemilihan sebagaimana di-aks'd pada ayat (1) bersumber
dari data penduduk Sistem Informasi Administrasi Icpcndudukan (SIAK)
Kabupaten.

(3) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada alrat (1), dicatat dalam daftar
pemilih dan diberikan tanda bulfti pendaftaran yang ditandatangani oleh
petugas pendaftar.



Pasal 23

(f) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan
Xepala Dcsa mclalui Ketua RryKcpala Dusun,

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (l) didaftff sebaSai pemilih
tsr:nbahan-

(3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilaksanalan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 24

(U Daftil pemith tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3)

diumumkan olch Panitia Pemilihan Kepala Desa Pada tcmpat-temPat yang
mudah dijangkau oleh masyarakat.

(21 Jarrdkz- waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana diaaksud
pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) harl terhitung sejak berakhimya
jangka waktu penyueunan daftar tambahan.

Pasal 25

(1) Panitia Pemilihan mengununkan DPS yarg sudah diperbaiki dan daftar
pcmilih tambahan.

(2) DPfi yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (U sebagai dasar penlrusunan DPT'

Pasal 26

(1) DPT sebagaiaana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2],, diumumkan di tempat
yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.

(2) Jangka watrhr pengumunan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selarna
3 (tiga) hari terhitung sejak berakhimya jancka walcu p€nyusunan DPf-

Pasal 27

Untuk kepeduan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan meny.rsun salinan
DPT urnrk TPS.

Pasal 28

Rekapihrlasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penlrusunan
kebututran Burat suara dan alat pedengkapan penilihan.

Pasal 29

DPI yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada
pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemililnn lcpala Desa membubuhkan
catatan daLam DPt pada kolom keterangan "meninggal dunia'.

Bagian Ketiga
Pencalonan Kepala Desa

Paragraf 1

Pendaftaran Calon

ll



Pasal 30

(l) Calon Kepala Desa wdib memenuhi Pcrsyaratan sebagai berikut:
warga ncgara Rcpublik Indoncsia;
bertakwa kepada'I\rhan Yang Maha Esa;
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndanS-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka TungEal lka;
berpendidilen paling rcndah tamat sckolah menengah pertama atau
sederajat;
berusia pating rendah 25 (dua puluh lina) tahun dan paling tinggi 65 (enam
puluh lima) tahun pada saa.t mendaftar;
bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
tcrdaftar sebagai pcnduduk dan bertempat tinggal di desa setempat Paling
kurang r (satu) tahun sebelum pendaftaran dibuktikan dengan KTP,IGrtu
Keluarga (KK), dan surat keterangan penduduk dari kepala desa;
tidak sedang menjalani hukurnan pidana penjara;
tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum t€tap karena melalnrkan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau
lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah sclesai menjalani pidana penjara dan
mengumumkao secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
be$angkutan pcmah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan
berulang-ulang;
tidak s€dang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pcngadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
berbadan sehat;
nyata-nyata tidak terganggu jiwanya dan ingatannya;

m. tidak terlibat penyalahgunaan narkoba;
berkelakuan baik yang dibuktikan dengan
Kepolisian (SKCK);
tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa
jabatan B€cara b€rturut-turut atau tidak Bccara berNrut-turuq
tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;
mengenal karalderistik sosial, budaya, lingkungan dan dikenal oleh
masyarakat di desa yang bersangkutan;
bagi pcgawai negeri sipil hanrs melampirkan surat izin dari pejabat pcmbina
kepeSawaian;

r. bagi anggpta TNI/POLRI atau Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri
sebagai kepala desa, harus melanpirkan surat izin untuk mencalonkan diri
menjadi kepal,a desa dari atasannya sesuai peraturan perundang-undangan;

s. bagi Kepala Desa dan anggota BPD mel,ampirkan surat izin dari Bupati;
t. baAi perangkat desa melampirkan surat izin dari kepala desa;
u. bagi Peggwai Negeri Sipil, kepala desa, deea, dan anggota BPD

harus melampirkan surat keterangsn bebas temuan dari Inspcldorat
kabupaten;

v. bagi kepafa desa yang telah ditetapkan sebagai bal(af cabn wajib
mengqiukan prmohonan cuti kepada Bupati sampai dengan ditetapkannya
kepala desa terpilih; dan

w. aurat pemyataan bcrmaterai akan kebenaran persyarat€I administrasi.

Calon Kepala Desa dengan persyaratan sebagaimana dimak$ud pada ayat (1)

hunrf g dilaccualikan dcngan pcrsyaratan putra kclahiran dcEa sctcmPat yang
bertempat tinggal di luar desa dan apabila terpilih menjadi Kepala Desa
bersedia tinggal dan menetap di desa.

S€luruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam
bentuk pemyataan bakal calon Kepala Desa untuk diteliti keabsahannya.

a.
b.
c.

e.

f.
s.

h.
i.

o

J.

k.
l.

o,
P.

q.

Surat Kcterangan Catatan

seLama 3 (tiep) kali masa
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(3)
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(3)

(4) Pernyatam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dikemudian hari
terbukti tidat benar, maka bakal calon/calon yang bersangkutan dinyatakan
gusur.

Pasal 31

Panitia Pemilihan mengadakan pengumunan dan pendaftaran bakal calon
dalam jangke waktu 9 (sembilan) hari berdasarkan persyaratan sebagaimana
dimaksud .lalorn Pasal 30 ayat (1).

Fendaftaran seba8aimana dimaksud pada ayat (U, batal calon Kepala Desa
mcogajukan surat permohonan pendaftaran pcncalonan Kcpala Dcea kcpada
Panitia Pemilihan yang dibuat dengan tulisan tangan dan dibubuhi marcrai
secukupnya (dibuat rangfup 3), disertai dengan kelengkapan dokumen
persyaratan.

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a- surat pemyataan bertaqvra kepada Tirhan Yarg Maha Esa;
b. surat pernyataan sctia terhadap PancasiLa dan Undang-Undsng Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar semfai dengan liazah

terakhir yang dilegalisasi oleh p€jabat berwenang; -d. foto copy karhr tanda penduduk dan karh-r keluarga yang dilecalisasi oleh
pejabat berwenang;
foto copy al(a kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat b€rwenang;
surat keterangan sehatjasmani dari rumah sakit pemerintah;
surat keterangan sehat rohani dari rumah sakitjiwa;
surat keterangan bebas narkotiLF, obat-obat terl,arang dan zat aditif lainnya
dari Badan Narkotika Kabupatcn (BNK);
surat keterangan tidak pcmah dihukum karena mel,akukan tindak pidana
kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pcngadilan
Negeri;

j. surat ket€rangan tidak dicabut hak pilihnya s€suai dengan keputusan
pengadilan 5rang mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
l. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi Fegawai Negcri Sipil, TM, dan

Polri, pegawai BUMN/BUMD;
m. surat ket€rangan bebas temuan dari Inspeli orat l(abupaten bagi Pegawai

Negeri Sipil, kepala dcsa, perangkat desa, dan anggota BPD;
surat izin dari Bupati bagi kepala deea dan anggota BPD;
surat izin dari kepala desa dari aparat desa;
foto copy KTP disertai dukungan tanda tangan/cap jempol pemilih, minimal
15 pcmilih dari setiap dusun pada desa bersangkutsn;
surat pemyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bcrsangkutan;
surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabitra telah ditetapkan menjadi
calon yang berhak dipilih;
surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai poutil
dalam haf bakal calon kepala desa pemah menjadi lxngurus dan atau
anggota partai politik, hanrs melampirkan surat pemyataan pengunduran
diri dari pengurus dan anggota partai politik, dengan dibuhikan surat
pemberhcntian sebagai pengurus ds$ atau anggota partsi politik dari
pengurus partai politik yang bcrwenang;
naskah trrtulis visi dan misi serta program kerja; dan
pas foto terbaru yang jumlah den ukurannya ditentukan oleh panitia
pemilihan.

e.
f.
s.

'h.
i.

n,
o.
p.

q.
r.

s.
t-

u.
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penelitian Bakal c"lor, ffid"r, pengumuman calon

Pasal 32

(1) Panitia Pemilihan melakukan lrcnelitian terhsdap per$yaratan balel calon
keleng!<apan dan kcabsahan administrasi pcncalonan.

(2) knelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) disertai ldarjfikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi
dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

(3) Penelitian dan klarifkasi scbagaimana dimaksud pada ayat (2) ailqLsatiakqn
paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman dan pendaftaran bakal
calon ditutup.

(4) Panitia Femilihan menguDrurnkan hasil penelitian scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) kcpada masyarakat untuk memperoleh masukan dengan tcmbusan
kepada Camat.

(5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diprosB dan
ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 33

(1) Datsrn hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan Beba8ainrana
dimaksud dqlFm Pasal 30 ayat (1) bcrjumlah pafing sedikit 2 (dua) orang dan
paling banyak 5 (lima) orang Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon kepala
desa menjadi calon kepala desa.

(2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dirnqLsrrd pada ayat (1)
diumumkan kepade ma€yarakat,

Pasal 34

Dale"r' hal ba-ka! calon yang memenuhi persyaratan s€bagaimana dimaksud
dalam PasEI 30 a5rat (f) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia kmilihan menjadwal
ulang waktu pendaftaran, penelitian kelcngkapan, klarifkasi serta penetapan
dan pengumuman nama calon seLama 10 (sepufuh) hari.
Penjadwalan ulang wakru sebagaimana dtnaksud pada ayat (1) diatur sebagai
berikut;
a. pendaftaran bakal calon kepal,a desa selama 3 (uga) hari;
b. pcnelitian dan klarifikasi kelengkapan dan keabsshan administrasi selama 3

(tiga) hari;
c. penetapqtt calon kepala desa diecrtai dengan penentuan nomor urut melalui

undian secara terbuka oleh Panitia Pemiiihan selama I (satu) hari; dan
d. pengumuman nama calon yang telah ditetapkan selama 3 (figF) hari.
Delarn hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kursng dari 2 (dua)
orang, setelsh pcrpanjangan walfir penda.ftaran scbagaimana dima*sud pada
ayat (2) huruf a, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai
dengan wakfu yang ditetapkan kemudian.

Apabila d.tcrrt tenggang waktu sebagaiEana dimaksud pada ayat (2) masa
jabatan Kcpala Desa berakhir, Bupati dapat mengangkat penjabat Kepala Desa
dari PNS di lingkungan Pemerintah l(abupaten.

Pasal 35

(1) Ddam hal bakat calon yang metuenuhi prs5,aratan sebagaimana .limEksud
delFm PaEal 30 al/at (1), lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Femilihan mcrgajukn
seleksi tambahan bakal calon kepada Camat.

l4
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(2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh
Kelompok Kerja Kecamatan.

Pasal 36

(1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), berupa:

penggunaan kriteria sebagai berikut:
l. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
2. tinekat pendidikan;
3. usia; dan
4. pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan.

tes teltulis, dengan materi sebagai berikut:
1. Pancasitra dan UUD 1945;
2. Sosial, Budaya dan Agama; dan
3. Pemeriotahan.

(3) Pedoman darr materi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
disusun oleh Kelompok Kerja Kabupaten.

Pasal 37

(1) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud 'lelam Pas€I 36 ayat
(1), ditetapkan sebagai berilrut:
a. penggunaan 4 (empat) kriteria sebesar 5O7o (lima puluh persen); dan
b. tes tertulis sebesar 5oo/o (lima puluh persen).

(2) Hasil akhA seleksi tambahan untuk maeing-masing calon kepala desa diperoleh
dari hasil penjumlahan 4 (empat) kriteria dan dengan tes tertulis, atau dengan
rumus sebagai berikut:
TIASIL AKHIR - JUMLAH 4 (EMPAT KRTTERIA + HASIL TES TERTUUS

Pasal 38

(1) Bobot penitraian untuk lrriteria Bebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)

huruf a adalah sebagai berikut:
a. bobot penilaian pengalaman bekerja di lernbaga pcmerintahan, yaitu;

1. pengalaman bekerja dsri 1 s/d 5 tahun : 1

2. pengalaman bekerja di atas 5 s/d lO tahun : 2
3. pengalaman bekerja di atas 10 s/d 15 tahun
4. pengslaman bekerja di atas 15 s/d 20 tahun
5. pengalaman bekerja di atss 20 tahun : 5

b. bobot penilaian tingkat pendidikan, yaitu:
l. jenjang Pendidikan berijazah SMP/sederajat
2. jenjang Pendidikan berijazh SMA/sederajat
3. jenjang Pendidikan berijazah DiPloma: 3
4. jenjang Pendidikan berijazah 51 : 4
5. jenjang Pendidikan berijazah Pasca Sarjana : 5

c. bobot penilaian usia, yaitu:
1. usia dari 25 s/d 30 tahun : 4
2. usia di atas 30 s/d 60 tahun : 5
3. usia di atas 60 tahun : 3

d. bobot penilaian pengalaman berorganisasi pada lembaga kernaeyarakatan,
yaitu:
1. pengaLamaa berorganisasi dari 1 s/d 5 tahun: 1

2. pengalaman berorganisasi di atas 5 s/d 10 tahun : 2
3. pengatraman berorganisasi di atas 10 s/d 15 tahun : 3
4. pengataman berorganisasi di atas 15 s/d 20 tahun:4

b.

o

3
4

I
2
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(s)

5. pencalaman berorganisasi di atas 20 tahun : 5

PFj . p."{:" . p.TCull"r, beterja dan berorganisasi
f1g1l]1i". dimaksud. pada 

-aya.t 
(l) huruf a dan huruf d, dibuktikan-dcngan

_l(eputuyn pengangkatan dari pimptran instansi atau lembaga ylng
tersangkutan.
Bobol penilaian tingkat pendidikan. sebagaimana rtinraksqd pada ayat (f) hurufb, dibuktikan dengan lazah dari tingkal dasar sampai Jenfin ij;h'6rakhir
yang dilegalisasi oleh pqiabat yang berwenang.
Bobot penilaian usia sebagaimana dimqksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan
dengan Kartu Tanda ?enduduk dan atau Akta Xelahiln_' '
Seleksi. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditaksanalqn 6atam jangka waktg
Paling lema 3 (tiga) hari.

Pasal 39

{1) Penetapan calon kep€la desa di€€rtai dengafl penentuarx nomor urut mel,a}ui
undian sccara terbuka olch panitia pcrnilihan. -

(2) Undian nomor urut calon scbagaimana rtinekspd pada ayat (1), dihadiri oteh
para calon.

(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam da.ftar calon
dan dituanglen d't2m berita acara penetapan calon kepala desa.

(4) Panitia Pemilihan mengu.mumkan melalui media masa dan/atau papan
pengumuman tentang nama calon yang telsh ditetapkan paling lambat Z (tujuh)
hari sejak tanggal ditetapkan.

(5) Pengumuman sebaSaimana dimaksud pada ayat (41 bersifat final dan mengikat.
(6) C.alon kepal,a desa yang tetrah ditetapkart sebagaimana rtirnalrsud pada ayat (1)

dilarang mengundurkan diri sejak yang bersangkutan ditetapkan *Urg.i- 
"rlirr;kepala desa.

(7) Apabila calon kepala desa mengundurkan diri scbaAaimana dimaksud pada
ayat (6), _ya4g bersangkutan dikenai sanksi admini8-tratif berupa ganti rugi
sesuai- ketentuan peraturan perundang-undangan dan dddi( d"pit
mencalonkan kembali sebagai kepala desa untuk pemilihan kepah dlsa
Belanjukrya.

Pasal 40
(l) D. alartr_hal calofl kepala desa yang telah ditetapkan sebageimana dimaksud

dale'yr Pasal 38 ayat (1) Dcoinggal duniia atau mcogundurkai diri scbelum ataupala 1at pelaksanaan pemungutan suara kepala desa, dan terdapat 2 (dua)
calon atau lebih, tahapan pelaksarasn pemlitran kepala desa dilanjutkan' tlari
calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dinyataken gugur.

{2) D- afam hal cal,on kepafa d€sa yang telah ditetapkan ebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (1) meninggsl dunia atau mengundurkai diri scbeluD atau
pada saat pemungutan suara kepala desa, dan calon kepala desa
kurang dari ]- (dua), fcLaksanaan pemungutan suara dihentikan aan iemfifrankepala desa dinyatakan batal

{3) Calon k€p+ 9esa yang masih ada karena salah aatu calon k€pala d€sa
TerrngBal d]rnt atau mcngundurkan diri scbagaimana dimaksud pada ayat (2),
dapat mengikuti pemilihan kepala dcsa gelombang selanjutnya.

(4) Dalam. hal pemilihan kepala desa dihentikan dan dinyatakan batal
sebagaimsma dirnaLsud pada ayat (2), Panitia Pemilihan membuat berita acara
penghentian dan pembatalan pernitrihan kepala desa.

o

o
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(5) Apabila dafam tenggang waLhr sebagaimana Pada ayat (4) masa jabatan kepala
' ' disa berakhir, Bupati mengqngkat p€njabat kepala desa dari PNS di lingkungan

Pemerintah Kabupaten'

Pasal 41

Dalam hal Pemilihan KePala Desa dil,akukan *car€- e-Voting, Panitia Pemilihsn
menyampaikan hasil penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam
ilsai al ayat (3), dan-disertaksn foto calon kepala desa kepada Tim Teknis untuk
penyiepanlurateuera elehonik di per ngkat peraungutan Euara e-yot'ng'

Pamgraf 3
t(ampsnye dan Masa Tenang

Pasal 42

(1) Calon K€pala Desa d&Pat mcrakukan kampanye scsuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat desa.

(2) Pelaksanaan kampanye sebaggimana 'lirneksud pada. ayat (1) dafam jangka
walftr selama 3 (tiga) hari sebclum dimulainya maaa tenang'

(3) Kampanye sebagaimsna dimaksud Pada aylt (f) dilakukan dengan Prinsip
.iuju, terbul€, dialogis scrta bertanggungiawab.

(a) Petaksanaan kampanye Para cglon yang berhak dipilih hendalmya diarahfran
' ' pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penl'elenagaraan

pemerintahan- aia aan petat"tnaan pembangunan scrta keamanan dan
ketertiban masyarakat.

l$ Felaksanaan kampanye calon Kepal,a Desa sebagaimana dimaksud Pada ayat (3)
' ' 

diatur pelaksanaannya oleh Panitia Pemilihan.

(6) Femasangan tanda garnbar calon yang berhak dipitih dapat dipasang di wilayah
' ' acsa yang bcrsangkutarr sclama masa lGampanye dengan lokasi yang ditentulcn

oleh Panitia Pemilihan.

(7) Panitia Pemiuhan wajib mcminta izin pelaksanaan kampanye kePada KePala

Kepolisian Seldor dengan tembusan Camat dan Danramil.

(8) Izin pelaksanaan kampanye sebagaimana Oryt y9 pada ayat (7) diqiui(an 3
' ' (dgai hari sebelum pelakianaan t<amponye dimulai, dcngan dilampiri jadwal

pelaksanaan kamlranYc.

Pasal 43

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasd 42 aya.t (fl merup€kan' ' tcsciapatan bagi-para calon yang bcrhak dipilih untuk menyampa'ikan visi dan
misi bita terpilih sebagai kepala desa.

(2) visi Eebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan lratrg ingin' 
diwujuafan aaUm jangka waktu urasajabatan kepal'a desa'

(3) Misi sebagBimana dirnsksud pada ayat (1) berisi program yang alGn
dilaksanakan dafam rangka mewujudkar visi.

o

Pasal 44

dimak8ud dafam Pasaf 43 ayat (l)' dapat dil,aksanakanKampanye sebagaimana
mclalui:

pertcmuan terbatas;
tatap muka;

a.
b.
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c.
b.
c.

d.

dialog;
penyebaran bahan Karnpanye kepada umum;
pemas{rngan a.lat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang
ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
kegiaEn hin yang tid,ak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 45
(1) Pelaksana Kampanye dilarang:

Bagian Keempat
Pemu[gutan Suara dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Tempat Pemungutan Suara

mcmpersoalkan dasar negara Pancasila, Pemb!'kaFq Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan
Republik lndonesia;
menghina seseoran& agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon
yang lain;
m€nghasut dan mengadudomba perseorangan atau masyaral€t;
mengganggu ketertiban umum;
mengancam untuk melakukan keLerasan atau menganjurkan penggunaan
kekerasan kepada seseorang, sckelompok anggota masyarakat, danTatau
Calon yang Lain;
merusak dan/atau menghilangkan alat peraSa I(ampanjre Calon;
menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, darr Gmpat pendidikan;
membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain
dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta
Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye datam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan
Kepa.la Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, PNS, anggota TNI dan polri.

Pasal 46
Pelaksanaan kampaaye yang melanggar larangan kampanl,e
dimaksud d'la'n Pasal 45 ayat (1) dikenai sanksi:
a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan

belum *rjadi ganggual; dan
b. penghentian kegiatan kamparrye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu

wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang
berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 47
(l) Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal

pemungutan suara.

(2) Hari dan tansgal pcmungutan suara scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati.

b.

c.

d.
e.
f.

8.
h.
i.

j.
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Pasal 48

(l) TPS dapat dibentuk lebih dari 1 (satu), dengan pertimbangan ban{al9ya' ' jwilah pemilih, luasn5ra wilayah desa dan dcngan pcrtimbangan cfcktilitas
peLaksanaan pemungutan suara.

(21 rPs ditenhlkan lokasinya di tempat l'ang mudsh dijangkau' termasuk olch. ' penyandang cacat, s€rta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya
sccara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(3) lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapt<an oleh Panitia Pemilihan'

Paragral 2
PerlengkaPan dan Peralatan di TPS

Pasal 49

(l) Perl,eilgkapan yanS diperlukan di TPS, meliputi:
a. meja dan tcmpat duduk Panitia;
b. te;pat duduk para Calon disertai tanda gambar masing-masing Calon;
c. tempat duduk para Saksi;
d. ruang tunggu Para Pemilih;
e. bilik suara;
f, meja Gmpat peralatan pemungutan auara;
g. jam dindins
h. bendera merah putih;
i. sound sE/stem;
j. alat dokumentasi;
k. tempEt duduk BPD dan Tim Teknis; dan
1. perlenglapan lain yang dipandang perlu.

(2) Peralatan pemungutan suara secara e-tloting di TPS, meliputi:
a. Salinan Daftar Pemilih TetaP;
b. Wranlgk?lt e-Voting;
.. 3r:r"t-Suer" dalmr bcrtuk foto calon ditdnpilkm pada layar komputer

frrangkat e-Votirq|
d. kotak suara atau kot8J( andih
e. papan pengumuman rekapitulasi hasil pemungutan suara;
f. tinta;
g. kunci gembok dan lakban segel; dan
h. dapat &bngkapi dengan proyektor dan Layar tampil'

(3) Peralatan pemungutan suara secara manual di TPS}, meliputi:
a. Salinan Daftar Pemilih Tetap;
b. Surat Suara;
c. alat dan alas coblos;
d. kotak suara;
e. kertas dan slat penghitungan suara;
f. papan pengumuman rekapitulasi hasil pemungutan suara;
g. tinta; dan
h. kunci gembok dan lakban segel; dan

Pasal 50

Kebutuhan perangkat e-Votirg untuk pemungutan suaia di TPS sebaaaimana
dimaksud ai"- pa".t 49 ay€I (21 huruf b, disesuaikan dengan jumtrah tnata pilih
dalam DPT yang ditets.pkan yaitu :

a. juml,ah mata pilih sampai dengan 50O, menggunakan 2 (dua) peranglaq'
U- jumfafr mata pl[tr 5O1 s/d 1.500, menggunakan 3 (tiga) perangkat;

". 
juArf, mata 6t 1.501 s/d 2.Ooo, menggunakan 4 (empat) perangkat;

l9



d.
e.

jumlah mata pilih 2.OO1 s/d 2,5OO, menggunakan 5 (empat) perangkaq dan
dan saterusnya sesuai keupatan jumlah mata pih 5O0, ditambahkan 1 (satu)
perangkat peralatsn e-Yoringr.

F"r"i"prrrms:t n srrr"

Fasal 51

(fl Tim Teknis, Panitia Pemilihan, BPD, Tim Po\la dan Saksi Calon sudah hadir di
TPS sekurang-kurangnya pukul O6.30 WIB.

(2) Seloctaris Panitia menyiapkan Daftar Hadir untuk Saksi Calon, anggota
Panitia, angota BPD dan Tim Telcris.

(3) Ketua Panitia memastikan kehadiran saksi menerima Surat Mandat Saksi
Calon.

(4) Anggota Tim Tcknis, Panitia Pcmilihan, BPD dan Tim Po\ia mcnandatangani
Daftar Hadir.

(5) Tim Teknis mel,akukan scrah terima perangkat e-Votw kepada panitia yang
disaksikan oleh BPD dan Saksi Calon untuk memastikan kelengkapannya.

(6) Scrah terima sebagaimana dimaksud pada aJrat (5) dituangkan dalam Berita
Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh anggota Tim Teknis, anggota
Panitia Femilihan, anggota BPD dan Saksi Calon.

Pasal 52

(1) Dalam hal pemur\gutafl auara dilalrukafl secsf,a franusf, Tim Fokja Kecanatan
mcl,akukan serah tcrima kelcngkapan ftotak suarq a.urat suara dan dokumen
lainnya) kepada Panitia Pcmilihan disaksikan oleh BPD dan Saksi Calon.

(A Serah teriDa sebaimana dimaksud pada ayat (l) dituangkan dalam Berita Acara
Scrah Terima yang ditandatangani oleh Tim Fokja Kecamatan dan anggota
Panitia Femilihan €crta anggota BPD.

Pasal 53
(1) Ketua Panitia Pemilihan membagi tugas habis secara terhrlis kepada seluruh

eceu.; jumlah panitia.

(2) Pembangian tugas sebaAaimana dimaksud pada ayat (l) sekurang-kurangnya
metputi:
a. Ketua panitia memandu, membuka, menutup dan mengumumkan tahapan,

poses dan penglritungan suara;
b. I (satu) orang panitia bertugas mcngatur dan mengcnd.lik rt pEmilih

masuk TPS;
c. 1 (satu) orang yang pada meja pertama untuk menerima eurat

undangan dan mengecek dalam DPT serta mencatat pcmilih yang tidak
membawa surat undangan;

d. 2 (dua) orang panitia yang bqtugas mengatur antrian dan manjaga pemilih
diteEpat tunggu;

c- I {sa.tu) orarA panitia yang bcrnrgas pada 'neja kedua rmhrk E€tlerima,
merapikan, dan mengikat surat urdangan;

f. 1 (satu) orang panitia bertugas memberikan kartu pintar /smortc,]d) kepada
pemilih scrta mengumpulkan kembali;

g. 1 (satu) sampai dengan 4 (empet) orang panitia sesuai jumtah peralatan
yang bertugas menjaga perangkat (snafi @td. r€sd€d s€kaligus
menerilna, memasukan dan mengeluarkan kartu pintar (srn,;ft etd) *rt3



o

menjaga, mengawasi dan memastilen struk/ kertas hasil suara dimasukan
olch pemilih dalam kotak audiq dan

fr. i i"inrt orang panitia bertuges menjaqa, mengawasi dan memastikan
- p.i.itt -*"o*irfitut otut sat, iarinya aaUm tinta yang sudah disiapkan

rnengetur dan rneogendalikan pemilih keluar TPti'

Pasal 54

(11 Kctua Panitia Femilihan mempersilahkan Calon dan Isteri/Suami, Saksi Calon'
'-';iD, d"" rim ncnaampingTpoki" x.tu-"tut' scrta undangan lain untuk

Eenempati temPat duduk yang teLah disiapkan'

(2) IGtua Panitia Pemifiha[ memerintshkan 8eluruh anggota Panitia menempati
' ' 

sesuai pos penempatan tugas masing-masing.

13) Ketua Panitia mcmberikan penjelaskan mengenai tata cara dan proscdur
pemungutan suara yang akan dilaksanakan.

$ Perfsrtargafl ral(tu pemungutan suara dimunSftinkan. dalatn hal t€rjdi
' ' -g;;Gil-d"" 

kondisi iqrtcnti dan discpakati bcrluna oleh Panitia Pemilihan'
AfOSafsi nara Calon, Tim Pokia Kecamatan atau Canat'

Pasal 55

{l) I(€tua Patritia membul(a k€giatan pcmu8utan atlara tcPat pukul o7'OO wIB
sesuai wakhr pada j"- tPs'

(2) Kegiatan Panitia Pemilihan di TPS sebagaimana dirneksld pada Pasal Y' dapat' ' 
dihadiri oteh pengawas dan warga masyarakaL

(3) Pencawas sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) meliputi lembaga s!'adaya
' ' 

-*iuraf."t dan- badan hukum dalam negeri, dan yang memenuhi persyaratan

E€bagai berikut:
a. beBifat independen; dan
b. mempunyai sumber dana yangjelas.

(4) Pengawas sebaAaimana dimaksud Pada allt (3), harus mendapat izin terhrlis
' ' A"d-f"t"" pr"it" Pemilihsn untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan

pemungutan dan Penghitungan suara.

(51 Pengawas wajib mematuhi Eegala ketentuan Peralra1--pemndang-undangan' ' dfflLtcntua; tainnya yang ditetaPlen oleh Panitia Fcmilihan'

Paragraf 4
Pemungutan Suara Secara Elektronik (e-Votind

Pasal 56

Talrapafl kcgiatan lemungutafl suara sccara e-Iroding mcliputi :
a. keBiatan Pra Pcmungutan suara;
b. kegiatan pcmurgutan suara; dan
c. kegiatan pasca pemunguatan suara.

Pasal 57

Icgiatan pra pcmur4utan suara s€bageimana dimksud dalam Pasal 56 huf,uf a"

ill6k iid anigota einitia Psmilihan bidang pemrmgutan suara didampilgi oleh

Tim Telmis, metputi:
a. menyiapkan dan melaksanakan instalasi peranglat e-Voting6

U. -""i.fi*rt aan melaksanakan instalasi dengan menekan tombol'powef
c. mel,akukan s€tting tangml dan jam;

21
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e.
f.

c.

h.
i.
j.

k.
l.
m.
n.

d. menjalankan aplikasi dengan double ldtk' evotingMachirasrafiCadMg ia"
memasukkan Pa.ssword;
menghapus aataUase (mengosonglon "KOTAK SUARA ELETCIROMIC) dan
konfrrmasi !a';
Uhst he$il {i:ntuk mernasti}an bahwa database/kotak susra Eleldronik telah
koeong);
,rrrrrcJtak B"rita Acrr" pembukaan pemilihan (tekan tombol 'cetaL);
pengosongan'KOTAK AUDIT ;
ierita a."r pengosongan database (KoTAK SUARA ELEKTRoNIK), ditanda-
tangani oleh Ketua Panitia, dan para SAIGI;
mencsbut keyboard dan mous€;
membuka PEMUNGUTAN;
mulai SESI PEMIUHAN; dan
pfingk3:t e-voting siap melakukan pemilihan.

Pasal 58

Kegiatan pemungutan suara sebagaimana dimak8ud dalam Pasal 56 huruf b,
dilakukan oleh Femilih, meliputi:
a. memasukan smartcard yang sudah di gqnerde kedalam alat pcmbaca

(smartwd rcadcr'l;
b. menycntuh salah satu passngan calon/kandidat yang dipilih;
c. menyentuhhalarnan konlirrnasi:

- jikq s€tuju ---+ disentuh YA;

- jikA tida& setuju --, diEentuh IIDAK.
d. mengambil kertas audit dari printer (memeriksa apakah sesuai dengan

pilihan), serta memasulennya kcdalam kotak audit.

(2) Urutsn kegiatan yarg dilakukan oleh Pemilih untuk memberilGn suara secara
e-Voting adalah sebagai berikut:
a. Pemilih sccara tertib dan teratur sccara berbaris memasuki TPS dengan

membawa dan menunjukan surat undangan atau smartcard v-token DPT
online te rneja pertegla panitia;

b. Panitia meoaatiksn yang b€lsarlgkutan tercsntum scbaAai
pemilih dalF'n DPT;

c. Pemilih tetap memegang surat undangan dan menunggu antrian mel,akukan
pemungutan suara di temPat duduk yang telah ditentulGn;
Panitia memandu dan mempersilakan pcmilih memberikan Eurat undangan
dan menerima kartu pintar (r-token smattca@ dt mejakedua panitia;
Pemilih membcrikan kartu pintar lu-token smutcar{ kepada panitia yang
bertugBs menjaga alat snuftmrd, reader dan lang8ung mernasukan u-token
smortard ke dalam snartetd ,eadcr yang berfirngsi scbagai pcmbuka layar
nonitor e-Vdings

f. Femilih masuk keds.laln bilik eusra melihst lneoganati tsJxtpilan dilaysr

l.

Eonitor yang terdapat gambqr, nomor urut dan nama scluruh calon;
Pemilih memastikan pilihan pada I (satu) pilihan calon dengan menyentuh
gambar atau nomor atau nama calon;
Apabila Budah yakin dengan pilihan harus menyentuh tulisan kata'YA:;
Apabila masih ragu harus menlrcntuh tulisan "I'IDAIC, sehingga monitor
akan meuampilkan gambar seperti semula, selanjutnya pa.stikan pilihan
dan harus menyentuh tulisan YAi;
Pemilih keluar dari bilik suara langsung mengambil struk (kcrtas) bukti
hasil pilihan pada data printcr/cetak dan selanjutnya hams dimasukkan
kedala.rr kotak audit;
Pemilih merrcclup&an jruinya Ledafam tinta yeng telah disediskan sebagai
bulfti Glah memberikan hak suara; dan
Femilih keluar dari IPS.

(l)

a

s.

h.
i.

k.

l.



(3) Dalam kondisi Pemilih datang ke TPS, tetapi tidak bisa mcmilih atau
memberikan suara secara elektronik ( e-Votittg), maka dilakukan dengan cara:
a. Panitia dan Saksi Calon meminta kepada anggota keluarga terdekat seperti

yang t€rcantum dalrm kartu yaitu suami/isteri, anak/saudara/
ayah/ibu kakek/nerrck, men€ntu/ipar dan keponakan untuk
meuanyakan kepada Fernilih akan memberikan euara atau tidak;

b. Apabila pemilih tidak berkenan melakukan pemilihan, maka keluarga
terdekat memberitahukan kepada Panitia dan Saksi Calon bahwa yang
bereangkutan tidak berscdia; dan

c. Apabil,a Pemilih berkenan memberikan suara, maka keluarga terdekat
dirnaksud dal"'" huruf a, menan;rakan secara rahasia

pilihamya untuk s€lanjutnya mewakili melakukan pemilihan.
(4) Ketentuan sebagaimana rlirnaksud pada ayat (3) dicatat oleh Panitia dFtFrn

Bcrita Acara yang ditandatanggani olch Panitia dal1 Saksi Calon.

Pasal 59

(l) Kegiatan pasca pemungutan Buara sebagaimana dimaksud drlqirr Pasal 5,6
huruf c, dilakukan oleh anggota Panitia Perailihan bidang peaungutan suara
didampingi oleh Tim Teknis, metputi kegiatan:
a. memasang kembali ke5rboard dan mouse;
b. tekan tombol'CtLTSPACE!;

mema.sukan password Administrator;
menutup pemungutan dan konfrmasi "YAl;
lihat hasil alftif perolehan suara;
mencctak Berita Aca-ra Penutupan Pemungutan Suara dan Hasil
Pemungutafl Suara (tekan "CETAIr);

g. menutup aplikasi;
h. melakukan backup data hasil e-voting dengan cara menyalin file ke dalam

usb drive yang telah disediakan, yaitu I
1. :orx-y-public.bin
2. )E(-y-private.bin
3. )oq-y-r€sult.bin
4. :m-y-audit.log
5. ,oor-y-error.log

(2) B€rita Acara Fenutupan Pemungutan Suara dan Hasil Femungutan Suara
sebagaimana .li"r'ksud pada ayat (f) huruf f, ditandatangani oleh Ketua panitia
Pemilihan atau Ketua PPSi, dan para SAKSI;

Pasal 60
(1) Tepat pukul 13.00 wIB sesuai jam pada TPS, Ketua Panitis mcnutup kegiatan

pemungutan suara.

(2) Dalam hal perpanjangan waktu pemrmgutan suara, '"t,ke penutupan
pemungutan susra dilakukan scsr.rai waktu yang disepakati oleh scluruh
Panitia Pemilihan, BPD, Saksi Calon s€rta telah dikonstrltaeilen dengan Tim
Fokia atau Csmat serta diumumkan kepada masyarakat yang hadt.

(3) Perpanjangan waldu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lFmF 60
(enem puluh) menit scjak disepakati dan dibuka perpaqiangan oleh Ketua
Panitia.

c.
d.
e.
f.
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penghitungan a.roffi L"o*, ik (e-votbrgfi

Pasal6l
(1) Ketua Panitia Pemilihan membuka kegiatan penghitungan surat suara secarae-Voting.

(2) Ketua Panitia Pemilihan memin_ta Tim Teknis, dengan disaksikan para SaksiCalon dan BpD dan Tim po\ia 
1eca1a1an genutd da;Ls€ pada komputerdan monitor 

-e-Voting sehingga r"mpil hasil rcLapit"fasi penghiturrgan su..asecara menyeluruh dari masing_masing para Calon.
(3) Ketua Panitia Pemilihan membagka,n dan mengumumkan hasil rekapitulasiperhitungan suara sebagaimana dimaksud pada 

"i", tZt. -
(4) Anqqgta Partitia bidarg pcmungutan suara dapat mcnghubungkan hasil

lerhillngan suara pada proyelitor-atau menuliakan'peaa aotumen nirit" acara
Penghitungan Suara yang ditempclkan pada paparl tulis yang telah disiapkansehingga dapat diseksikqn masyarakat yiurg Uaal]-.

Pasal 62
(1) Hasil 

_Penghitungan suara yang tercantum datam struk hasil cetak peralatan
e-votrrg dhyatakan Eah, final, mcn8ikat dan dapat dipcrtanggungi"_"bk"o.

(2) seluruh Saksi calon dan panitia pem ihaa menandatangani rembsran srukhasil penghitr:ngan suara dari peralatan e-yoargr,
(3) Panitia Pemilihan membuat B€rita Acara -Hasil 

penghitungan Suara yang
ditandatangani oleh Ketua dan anggota panitia pemilihai dan para Saksi Calon.

(a) D'lFrrt hal terdapat Saksi Calon tidak menadatangani s€bagaimana dimaksudpada ayat (2) dan ayat (g), hasil perhitungan 
",rro i"t"p dirry"takan sah.

(51 Fanitia Femilihan mcmberikan salinan Bcrita Acara Hasil Fengitungan Suara
fle1T {]T+ry{ ryda av3t (s) kepeda masing_masing sitsi &ron yanghadr sebanyak I (satu) ekscmplar dan menemlrlkan t 1satu1 etscmphr ftasii
Perhitungan Suara di tempat umum.

(Q Berita Acara sc pada ayat (3), dijadikan dasar h.g, paoitia
Remiliharr da-larn Eenctapkaa Calon yang -i-pirotrt ",rara 

tcrbanyakl
(7) llerill- Acsra sebagaimana dimaksud pada ayat (g) dan Keputusan panitia

r::lIy tellanq tnetapan Calon-- yang 
-memgircleh 

suara rcrbanyak
sebagarmana dimaksud pada ayat (e, dimasukkan dalam samptrl l*rusus ylng
dis€diakan dan dimasukkan ke dafam kotaft suara yans pada bagian iu;
ditempel label atau scgel.

(8) Panitia menyerahkan lGp-utusan penetapan yang mempreroleh suara terbanyak,te.nf.acarl hasil penghitungan auara, surat suara dan alat kelenglipan
ad:nqistrasi pemungutan dan perhitungan suara kepa.da Afo segera LtJhh
selesai penghitungan euara.

o

Paragraf 6
Pemungutan dan penghitungan Suara Secara Manual

Pasal 63
(1) Panitia Pemilihan memanggil dan mempersilahkan pemilih untuk melakukanpcmungutan auara.
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121 Pemilih mendatangi dan menyerahkan surat undangan ke meja Panitiat-' ilililt "tl-".rt"i"fiv" 
diberika; surat suara yang telah ditsndatangai oleh

i"t"" iuoiti. "t"" 
sekretaris panitia apabila Ketua panitia bcrhalangan tetap.

l3l Femilih memasuki bilik TPs dan membuka lembar kertas surat suara yang
' ' berisi nomor dan gambar Calon Kepala Desa'

(4) Pemilih memastikan surat suara yang diterima dalam keada'al baik'

(51 Dalam hal surat suara yang diterima cacat atau rusak, pernilih meminta kepada*' p*riti" ,rr.t.tt *"rrg"t i sirat suara sckaligus mcncatat scbagai surat sr'rara

yang rusak'
(61 Sctelah rrrembuka sutat sr.rara, pemilih mencoblos pada noEor atau gambar*' 

cru." a."ga" Gt"t tr* trarus teraaa dalam ggris nomor dan gambar-calon

K;p"ir;;-fy""8 dicoblos, dan melipat kembali surat suara sePerti aemula'

(7) Setclsh keluar dari bilik TPft, pemilih memasukkan surat susra dalam kotak

9Uara.

18) Scbeluu msainggalkan TPS', pcmilih mencelupkan jarirrya dafam tinta yang

telah disediakan seUagei U,.tti t Uf, membcrikan hak suara'

l9l Ketua Parritia nenutup acara pemu[gutan suara pada jarn 13'OO wlB atau
'-' ;;;*rkt" v"tg *r"i, alsepatLti perpa"iangan sesuai jam yang disediakan

Panitia Pemilihan di TPS.

Pasal 64

(1) Penghitungan suara di TPS dil,akukan oleh Panitia Pemilihan seteLah penutupan
pemr.ngutan suara.

(2) Sebelum penghiungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (U'

Penitia PeEilihan. mel,akt <an:

a. rekapitulasi jumlah pemilih yang memberikan suara; 
-

b. r€kaiitulasi jumhh surat suara yang tidak terpaf€i; dan
.. *t"irit"f""i lurdah surat suara yang dikembalikan olch pcmilih karena

rusak.

t3t Keeiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatksn
-' il;;A; Hasil Penshitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan

anggota Panitia Femilihan dan para Saksi Cslon'

141 Dslam hal terdapat Saksi Calon tidak menandatangani sebagaimana dirnsksud

pada ayat (3) hasil perhitungan suara tetap dinyatakan sah'

(5) Parlitia Psmifihan mcmhrikan salinan Berita Acara Hasil PcngitunBan Suara
'-' ;b.gat-r"" rritrraksud Pada ayat (3) kepada na:lnS-TTrng Saksi Calon png

t .aii *U".y"t 1 (satu) iksemflar dan menempelkan I (satu) ekscmPlar Hasil

Perhitungan Suara di tempat umum.

(61 Berita Acara sebagaimana dimsksud Pada ayat (3), dijadikan dasar bagi Panitia
' ' i"-ififr", A"f"- ienctapkan Calon yang mernpcroleh suara tcrbanyak'

(7) Berita Acara seb€Saimana dimaksud pada ayat (3) dan Keputusan Panitia
Pemilihan tentang- Penetap€n Calon yang memperoleh Euara terbanyak
*U"g"i-.o" dimatsud p"da ay"t (6), dimasukkan dalam sampul khuerrs yang

dG&"k dan dinasuirkan i." ciafr- kotak suara yana pada bagian luar
ditcmpcl labcl atau scael.

l8l Panitia mcnyerahkan Keputusan Penetapan lrang mempcmleh suara terbanyak'
' ' t rit" ".r* tt 

"it 
p.nghitun8ao suara, surat suara dal alat kelengkapsn

administrasi pemungutan dan- perhitungan suara kepada BPD segera setelah

selesai penghitungan auara.

o
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Paragraf 7
Fenghitungan Suara Ulang

Pasal 65
Penghitungan ulang surat suara di TFS ditakukan apabila dari hasil prenelitian
dan pemcriksaan tcrbukti tadapat salah sahr atau lcbh pertyimparrgan:
a. penghitungan suara dilakr.*an tertutup;
b. penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang prnerangan caha5ra;c. Saksi,Calon, Panitia, pengawas dan penduduk deea -tidak iapat

menyaksiakan prosce perhitungan suara secara jelaa;
d. p€nghitungan suara dilakukan ditempat lain, diluar tempat dsn walrhr yang

telah ditentulGn ; dan/atau
e, terjadi ketidak-konsistcnan dalam menentukan surat suara yang sah dan

surat suara yang tidak 6ah.

Hasil penghitungan utrang Burat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan datqrn Berita Acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dirnparl ,Saksi Calon yang bagi penetapan pemenang
pemilihan Kepal,a Desa.

Pasal 66
Pemungutan auara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan, bencana
alern dan pcnyimpangan dalam pemungutan Euara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara ulang sebaimana
rlima[sud psdg syst (l) ditetepkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Penetapan Calon Terpilih

c"ro" x"HX#"lr",put
Pasal 67

Calon Kepala DeBa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah
ditetapkan scbagai Calon Terpilih.
Dalam haf jumlah hasil pemilihan calon kepala desa terpilih 5rang mempreroleh
suara terbanyak yang ssma' lebih dari 1 (sa'tu) Calon pada Desa dengan TpS
lebih dari 1 (satu), Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dari
TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
Dalam hal jumlah hasil pemilihan calon kepala desa terpilih yang memperoleh
suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon psda Desa dengan TpS
hanya 1 (satul, Calon Terpilih ditetapkan berdasarlen wilayah tempaa tinggal
calon lrcpal,a desa dengan jun ah pemilih terbesar-

Dafam hal jumlah calon kepala desa t€rpilih yang memperoleh suara terbanyak
yang sama lebih dari I (satu) Calon pada Desa dengan TpS hanya 1 (satu) dan
berada pada wilayah tempat tinggal yang sama dan dengan jumlah pemilih
sama, maka ditraksanslan pemilihan ulang.

Pasal 68
Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dan mel,aporkan kepada BpD
tembusan Camat dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara
Hasil Penghitungan Suara, paling lambat 7 (tujuh) hari seteLah pemungutan
suara.
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(2) Pafing lsmbat 7 (tujuh) hari sctelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan,
BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusullGn pengesahan
menjadi Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
a. asli dan foto copy Keputusan Panitia Femilihan tentang Penetapan Calon

Terpilih;
b. asE dan foto copy Berita Acarajalannya pemulgutan Buara;
c. asli dan foto copSr Berita Acara hasil Penghitungan surat suara terbuka; dan
d. asli dan foto copy berkas Calon Terpilih.

(3) Apabila dalam jangfu waktu sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) Panitia
Pemilihan tidak melaporkan hasil Pemilihsn Kepala Desa, maka BPD
menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinvasi dengan Camat dan pihak-
pihak terkait berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.

(4) Setclah 7 (tujuh) hari dari jangka walrhr sebagaimana dimaksud pada ayat (U
dan (3) Panitie Pemilihan dan atau BPD juga tidak menetaplGn hasil pemilihan
kepala desa, rnFLe Camat melaporkan hasil Penghitungan suara berdasarkan
kondisi dilapangan kepada Bupati.

Pasal 69

(f) Setelah Panitis Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan
mengumumkan Calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan
pemilihan kepala desa diserahkan kepada BPD dengan suatu Berita Acara.

(2) Dokumen yang bcrkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana
dimaksud pada aj,at (l) terdiri dari:

DPS;
DPT;
DPTambahan;
Surat Suara;
Surat Undangan; dan
Surat/logistik lainnya.

Pasal 70

(l) Ddam hal calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Terpilih
mcninqgal dunia scbelum adanJra kcputusar mengcnai pcngcsahan dan
pelantikan kepala desa, maka colon kepa.la desa yang memperoleh suara
terbanyak kedua ditetapkan sebagai Calon Terpilih.

(2) Apabita calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Terpilih
ditetapkan sebagai tereangka sebelum adarrya keputusan mengenai pengesahan
dan pengangkatan kepala desa, Calon Terpilih tersebut tetap dilantik sebagai
kepala desa.

Psragrol2
Penyelesaian Ferselisihan

Pasal 71

(1) Dafam hal terjadi lrrselieihan haeil pcmilihan lGpala Desa, Bupati wajib
mcrqrclesaikan pcruc[sihan dalam jangka wakhr paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal ditcrimanya penyampaian hasil pemilihan dad Panitia
Pemilihan Kepal,a Desa.

(2) Penyelesaian persclisihan hasil pemilihan IGpaIa Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

a
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a. calon KepaLa Desa dapat mengadukan atau melaporkan perselisihan hasil
pemilihan Kepala Desa kepada Panitia kmilihan selaEbat-lambatnya 3
(tiga) hari seteiah penetapan KepaLa Elesa terpilih, dengan melengkapi:
1. identitas pclapor;
2. hasil perhitungan suara yang dapa.t mempengaruhi terpilihnya calon; dan
3. alaean-aiassn, bukti-bulrti atau dasar pelrgadua$ secqre tertuliB.

b. Panitia Pemilihan membuat Laporan dan mengkonsultasikan kepada Camat
selaku Ketua Tim Po\ia Kecamatan atas laPoran perselisihan hasil
pemilihan l(epala Desa, jangka waldl pelaporan paling lambat 3 (tiga) hari
setelah laporan diterLna; dan

c. Tim Po\ia K€carnatan memfasilita8i Panitia Pemilihan melalui rapat
penyelesaian perselisihan hasil pemilihan KePala Desa di tingkat kecamatan
yang ditradiri oleh berbagai Pihak t€rkait, selambat-lambatnya 5 [ima) hari
setelah laporan diterima;

(3) Camat selaku Ketua Tim Po\ia Kecamatan memanggil pihak-pihak yang
berselisih untuk dilakukan pertemuan musyawarah dan mufakat'

(4) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang bercelisih untuk musyawarah dan
mufakat scbagaimana dimaksgd pada ayat (3) tercepai, hasilnya dituangkan
dalam Berita Acara Penyelesaian Persetsihan Hasil Femilihan Kepal,a Desa
secara muqrawarah dan mufakat.

a (5) Hasil kesepaketan pera pihak yang diperoleh melalui musSrawarah dan mufakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan
kepala desa.

(6) Dafam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan
mufakat scbagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercaPai kata mufakat,
Camat mel,aporkan kepada Bupati melalui Ketus Tim Pokia Kabupaten.

Pasal 72

(1) Tim Pokia lhbupaten memfasilitasi pcnyelesaian perselisihan hasil pemilihan
kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 1 .

(2) Persclisihan yang dapat difasilitasi oleh Tim Po\ia lGbupaten adalah
perseliaihan hasil pemil.ihan kepala desa dan tidak mengandung unsur Pidana.

(3) Tim Pokja Kabupaten melakuan lrcmeriksaan dan pengkajisn kelengkapan
! dokumen laporan sebagaimana dimaksud dalam Paeal 71 ayat (6), paling

lambat 3 (tige) hari sejak diterimanya laporan dari pemohon;

(4) Tim Pokia Kabupatcn melakukan klarfikasi atas laporan Ca.mat, dan hasil
klarilikasi tcrscbut ditaporkan kcpada Bupati sclambat-Ia$batnya 7 (tujuh) hari
setelsh laporan diterirna;

(5) Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dengan
memperhatikan masukan dari Tim Pokia Kabupaten.

(fl Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat find dan
mengil<at, dan disampaikan kepada pihak pelapor, Panitia Pemilihan dan
Csmat-

Paragraf 3
Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 73

(1) Bupati menerbit-kan Keputusan mengenai pengesahan dan pelantil€n Kepala
Dcsa Terpilih pqling lambat 30 (tiga prtluh) had scjak ditcrima laporan dari
BPD.
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(2) Apabila Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak mel,aporkan hasil
pemilihan kepa.la desa, dan BPD tidak melaporkan dan mengusulkan
pengesahan sebagaimana dimaksud pada aJrat (f), mal€ Bupati menetapkan
Calon IGpaIa Desa Terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara
yang disampaikan oleh Camat.

Pasal 74
(f) Calon Kepala DeBa Terpilih sebagaimana dimpksud dalam Pasal 67, dilantik

oleh Bupeti atau pejabat yang ditunjuk pafing lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diterbitlan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.

(2) Pejabat yanA dit-ujuk sshqgcimana dimaksud pada ayat (U, adalah Wakit
Bupati atau Camat.

(3) Sebelum memangku jabatamya, Kepala Desa bersumpah/berjanji.
(a) Sumpah /janji sebagaimana dimakeud pada ayat (2) sebagai berikut:

'Derrn Ahh/'IUhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya aken memenuhi
kewajiban saya selaku Iftpala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujumya,
dan seadil-adilnya; bahwa sa5ra akan selalu taat delerrr mengamalkan dan
mempertahankan Pancesils sebagai dasar negara; dan bahvra sa5ra akan
menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 serta meLaksanakan segala peratuan perundang-
undangan dengan seluruslurusnya yang bcdaku bagi Deaa, Daerah, dan Negara
Keeatuan Republik Indonesia'.

(5) Felaksanaan pelantikan dan sumpah janji lGpala Desa sebagaimana dimakeud
pada ayat (3) dilaksanaken ditempat yarg d.it€tapkan oleh Bupati.

BAB IV
KEPAI.A DESA, BPD, PERANGKAT DESA, PNS, TM/POLRI DAN KARYAWAN

BUMN/BUMD SEBAGAI CAI,ON KEPAI,A DESA

Bagian Kesatu
Cslon Kepala Desa dari Kepala Deea, BPD atau Perangkat DeBa,

Pasal 75

Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan
sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan-calon ter; ih.
Selama rnasa cuti sclagairnqn6 dimaksud pada ryat (1), Kcpala Desa ditarang
merugunakan fasilitas pnmerintah desa untuk kepentingan sebagai calon
Kepala Desa.

Dalam hal Kepala Desa cuti sebagafunana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Cuti scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dibcrikan oleh Bupati atau Pcjabat
lain yang ditunjuk.

Pasal 76

BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa dib€ri cuti terhitung
scjak yang bcr8angkutan ditctapkan scbigFi calon Kepala Desa rqrnF.i dcngqtt
selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
Tugas BPD sebagaimana dimatsud pada aJrat (1) dirangkap oleh anggota BpD
lainnya berdasarkan tata tertib BPD.

a (1)
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(3) guti sebagaimana dirneksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Fejabat
lain yang ditunjuk.

Pasal 77
(1) Perangkat Desa yang mencalonlGn dir-i derq"n pemilihan Kepala Desa diberi

cuti terhitung scjak yang bcrsanglrutan terdaftar scbagai bakal calon Kepala
Desa sampa.i dengan selesainya pelatsanaan penetapan calon tcrpilih.

(2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dima&sud pada ayat (l) dirangkap oleh
perangkat Desa lainnya yang diGtapkan dengan keputusan Kepah D-sa.

(3) Cuti scbagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Kepala Desa.
(4) Apabila cuti scbagaimana dimaksud pada ayat (3) tid.t diberikan sampai

dengan perangkat desa yang terdaftar sebagai bakal calon,
maka Camat atas nama Bupati memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa
untuk wajib memberikan aurat cuti.

(5) Apabila dalsm jangka wakflr paling lana 3 (tiga) hari, rekomendasi Camat
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh lGpala Desa,
maka rekomendasi Csm,at tersebut dipersamakan sebagai izin cuti bagi
pcrangkat desa lmng mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.

."r,"rlffifi$T""iprl"
Pasal 78

(1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemithan Kepala Desa harus mcndapatkan
izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

(2) Dalam hal PNS sebagaimana dirnak3pd pada ayat (f) terpilih dan dianglat
menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari
jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpn kehilangan hak sebaaai pNS.

(3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi IGpaIa Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) beftak mcndapat}an turrjangan Kcpala Dcsa dan pcrrg}rasilan
lainnya yang sah.

c,ro" K"pffffiI:X:1Nr/poLRr

Pasat 79

(l) TM/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemifihan Ketrnla Desa harus
mcndapetkan izin tcrtulis dari atasannJxa.

(2) Dalam hal TM/POLRI sebagaimana dirneksud pada ayat (1) terpilih dan
diengkat menjadi Kepala Desa, yarg dibebaskan sem€ntara dari
jabatan dal atau kesatuannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan
hak sebagai anggota TM/POLRI atau bcrdasarkan ketentuan perundang-
undangan.

(31 TNI/POLRI yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa s€bagaimana
dirneksrrd pada ayat (2| berhak mendapatkan hrnjalaan Kepala Desa darl
penghasilan lainnya yang sah.

a
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(r)

(21

(3)

Bagian Keemtrnt
Calon Kepala Desa dari BUMN/BUND

Pasal 8O

Karyawan BUMN/BUMD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa
harls mcndapatka:o izin tcrtulis dari pimpinaurya.
Dalam h€I Ikryawan BUMD/BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tcrpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan djbebask;
sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa ta-npa kehilangan hak
scbagai karyawan BUMN/BUMD atau berdasarkan ketentuan perirrarng-
undangan.

IGryawan BUMN/BUMD yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkal tunjangan Kepata
Desa dan penghasilan lainnya 5rang sah.

MUSYAWARAH DESA UNTI,K PEffiJ* *'"o* ,,"^ ANTAR\I/AKTU

Bagian Kesatu
Peserta Musyawarah

Pasal 81

MusSrawarah Desa untuk pcmilihan Kepala Desa Antsrwalrtu diselenggarakan
olch BPD yang difasilitasi olch Pemerintah Desa.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diikuti oleh pemerintah
Desa, BPD dan unsur ma.qyarakat.

Unsur maslrarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

(u

(21

(3)
a.
b.
c.
b.
c,
d.
e.
f.

tokoh adat;
tokoh agama;
tokoh masyarakat;
tokoh pendidika.n;
perwakilan kelompok tani;
perwakil,an kelompok pcrempuan;
perwakilan kelompok mEsyarakat miskin; da!r
perwakilan Dusun.

(a) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah
desa dapat melibatkan unsur magrarakat lain sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat, yang dibatasi I (satu) orang dari setiap unsur masyarakat.

M"k",,t"1:sH$:*"h r"""
Pasal a2

(1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuL pelaksanaan pemilihan
Kepala Dcsa Antarq'aLtu dilaksa-nakan paling lama dalam jangka walrhr 6
(enaEr) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan, dengan mekanisme
sebaaai berikut:

a, sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dil,akukan kegiatan yang
meliputi:
1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Antarwalrtu oleh BpD

paling lama dalam jangtrq walrhr 15 (lima belas) hari terhitung sejak
Kepala Desa diberhentikal;

3l



2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban ApB Desa oleh
Pemilihan kepada penjabat Kepala Desa pafing lambat dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;

3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa
paling lama datam jangka wa-ldu gO (tiga puluh) trari tertritung sejakSCJ
diajukan oleh Panitia Pemilihan;

Panitila
janeka

4. pengumuman dan pendaltaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia
Pemilihan dalam jangka walfir 15 (lima belas) hari;

5. penelitian kelengkapan penryaratan administrasi ba-kal calon oleh
Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan

6. penetapan calon Kepala Desa antarwaku oleh panitia pemilihan paling
sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calori yan[
dimintakarr pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebag"'i
calon yang berhak dipitih dalam musyawarah Desa.

BPD menyelenggarakan musJ.awarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. pe-nyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Kitua BpD yang

teknis pel,aksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
pengesahan calon Kepa.la Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah
Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui Ircmungutan suara;
pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia
Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau mela.lui
pemungutan auara yang telah dieepakati oleh musyawarah Deea;
pelaporan hasil pemilihan cslon Kepala Desa oleh panitia pernilihan
kepada musyawarah Desa;
pengesahan ca.lon terpilih oleh musyawarah Desa;
pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa
kepada BPD dalam jangka waldr 7 (tujuh) hari setelah musyawarah
Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
pelaporan calon Kepal,a Desa terpitih hasil musyawarah Desa oleh Ketua
BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari seteLah menerima
laporan dari panitia pemilihan;
penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon
Kepala DeBa terpilih paling lambat 3O (tiga pt{uh) hari sejak diterimanya
Laporan dari Badan PermusD.awaratan Desa; dan
pelantil(arl Kepala Desa oleh Bupati po.ling lama 30 (tige pufuh) hari
sejak diterbitlen keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala
Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan yang mengatur Pembentukaa dan pembubaran panitia pemiliharr
Antarwslfir, persyaratan administratif Bakal Caton dan pengesahan dan
Pelantikal mengacu dalam ketentuan pemilihan Kepala Desa S€re;tak.

pBlifra$erl

Pasal 83
Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
Biaya Ircmilihan kepata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l), untuk
pengadaar surat suara (iika Pilkades secara manual), kotak suara/korqk audit,
kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dajr biaya pelantikan.
Besaran Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentul€n berdasarkan estimasi daftar penduduk potcnsial pemi[fr, ;unGtipanitia, dan kondisi geografis de8a yang bersangkutan yang diatur dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.

3.

4.

5.
6.

9.

(l)

l2l

(s)
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(4)

(s)

(6)

Pan3 bantu?n luTbangan yang sah dan tidak mengikat dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (Apts Desa) untuk kebutuhin pada pelakJnaan
pemungutan suara.

Biaya pemilihan kepala desa antarwalrhr melalui musyawarah desa dibebankan
pada APB Desa.

Sumbangan yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat
berasal dari Calon atau pihak lain dengan ketentuan paling 6nggi SO;2" a'ari
keseluruhan biaya pemilihan diatur lebih lanjut dengan ieraturan Desa.

xmeffiu#rarx

Pasal 84

Pcnitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati menerbitkan keputusan
mcngenai pengesahan dan pangangkatan Kepala Desa.

Tim Polqia Kecamatan dibubarkaa oleh Camat, setelah Bupati menerbitlan
Keputusan mengenai pengesahan dan pengangatan Kepala Desa tcrpilih.
P_adtia Pemilihan Kabupaten, Tim Asistensi, Tim Tetnis dan Tim po\ia
Kabupaten dibubarkan oleh Bupati, setelah Bupati menerbit}an keputusan
mengenai pengesahan dan pengangatan Kepala Desa tcrpilih.

Pasal 85
Dalam pelpksanaan pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan dapat
berkonsultasi kepada Pemerintah Daerah.

Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia
Pemilihan secara berje4iang.

Pasal 86
Jadwal tahapan premilihan KepaLa Desa, dan format standar surat dan dokumen
leny_elenggaraan pemilihan Kepala DeBa diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87
Pada saat Peraturan Bupati ini muLai berlaku, maka peraturan Bupati Musi Rawas
Nomor 33 Tahrm 2Ol3 tsntang Pctunjuk Teknis Tata Cara pencalonan, pqmitihan,
Fengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Icpala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2Ol3 Nomor Bl5), dicabut dan dinyatakan tidat
berlaku.

(1)

(21

(3)

(1)

(21
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Pasal 88
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangal diundangkan.

lg"t .TFp orang mengetahuinya,- memerintahkan pengundangan FeraturanBupati ini dengan penempatannya aaum Ber.ita ile;6;;t:; Musi Ra$as.

RAWAS'

GUNAIIIANDiundangkan di Lubuklinggau
pada tanggaf .}6 AFiL 2Of6

MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR..II.

DAERAH


